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ABSTRAK
Sistem demokrasi Indonesia memberikan mandat langsung dari rakyat kepada anggota legislatif Namun, praktik
perjanjian intemnal partai politik mengenai pembagian masa jabatan anggota dewan memicu ketidakpastian hukum. Hal ini
menimbulkan benturan antara jaminan masa jabatan S (lima) tahun berdasarkan undang-undang dengan hak otonomi
partai politik melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW). Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama:
Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terkait Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan perjanjian|
pembagian masa jabatan? Kedua, bagaimana.akibat hukum Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan
perjanjian pembagian masa jabatan? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, pertimbangan hakim lebi
mengutamakan prinsip otonomi partai politik (party autonomy). Hakim menilai pembagian masa jabatan sebagai
kesepakatan internal yang sah dan menghormati putusan Mahkamah Partai, sehingga tindakan partai dianggap sebagai
langkah pendisiplinan organisasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kedua, akibat hukumnya adalah anggot
DPRD yang bersangkutan kehilangan jabatan, hak keuangan, dan fasilitasnya melalui proses PAW. Hal ini membuktikan
bahwa keputusan intemnal partai dapat mengesampingkan ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun dalam undang-undang,
yang dampaknya dapat menggerus hakikat mandat langsung dari rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pad
Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Partai Politik agar syarat pemberhentian kader ditulis secara jelas dan terbatas
(limitatif), sehingga pengurus partai tidak bisa memecat anggotanya secara subjektif atau sepihak. Partai politik dan
pembentuk undang-undang perlu menetapkan "Rasio Kontribusi Suara" sebesar 50%+1 untuk memberikan perlindungan
konstitusional bagi kader dengan basis massa riil agar tidak diberhentikan secara sepihak. Selain itu, KPU be :
Mahkamah Partai perlu melakukan audit suara setelah pemilu untuk menentukan kursi mana yang boleh dibagi mas
jabatannya dan mana yang tidak, demi melindungi suara pemilih dan menjaga keadilan.

ta Kunci: Penggantian Antarwaktu (PAW), Pembagian Masa Jabatan, Otonom; Partai Politik, Rasio Kontribusi Suara,
@ran Limitatif.
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ABSTRACT
The Indonesian democratic system provides a direct mandate from the people to legislative members. However, the
practice of internal political party agreements regarding the division of legislative terms of office triggers legall
uncertainty. This creates a conflict between the legally guaranteed 5 (five) year term of office and the political party’
right to autonomy through the recall mechanism. This study addresses two main issues: First, how judges consider th,
PAW of Regional House of Representatives (DPRD) members based on term-sharing agreements? Second, what are th,
legal consequences of the PAW of DPRD members based on term-sharing agreements? This study employs a normativ
legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. The results indicate two main findings. First,
judges’ considerations prioritize the principle of political party autonomy. Judges view the term-sharing agreement as
valid internal covenant and respect the decision of the Party Court; thus, the party's action is considered an
organizational disciplinary measure rather than an Unlawful Act (Perbuatan Melawan Hukum or PMH). Second, th
legal consequence is that the respective DPRD members lose their position, financial rights, and facilities through th
PAW process. This proves that internal party decisions can override the 5 (five)-year term provision in the law, whichj
witimately erodes the essence of the direct mandate from the people. Therefore, amendments are necessary for Article 1 6
paragraph (1) letter d of the Political Party Law so that the criteria for dismissing party cadres are formulated clearly|
and limitedly (limitative), preventing party officials from dismissing members subjectively or unilaterally. Political parties
and lawmakers need to establish a "Vote Contribution Ratio" of 50%+1 to provide constitutional protection for cadres
with a real grassroots voter base against unilateral dismissal. Furthermore, the General Elections Commission (KPU)| |
lalong with the Party Court must conduct post-election vote audits to determine which seats may or may not be subject toj
term-sharing, in order to protect voters' rights and maintain justice.
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